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MENTERIKESEHATAN 
REPUBLIK INDONESIA 

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR HK.02.02/Menkes/095/1/2010 

TENT ANG 

PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan 
masyarakat yang setinggi-tingginya perlu dilakukan berbagai 
upaya agar masyarakat mendapatkan akses terhadap 
pelayanan kesehatan; 

Mengingat 

b. bahwa masyarakat masih menghadapi berbagai masalah 
untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan, antara lain 
disebabkan faktor keterbatasan ekonomi, pemblayaan 
kesehatan yang belum terjangkau dan perubahan pola 
penyakit; 

c. bahwa untuk menjamin akses masyarakat terhadap 
pelayanan kesehatan perlu dlatu~ jaminan kesehatan bagi 
seluruh masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah, 
pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah 
kabupaten/kota sehingga tercapai jaminan kesehatan 
semesta (universal coverage); 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan 
Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penyelenggaraan 
Jaminan Kesehatan; 

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4844); 
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